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ABSTHAK

Eemajean teknalogi semekin membawa peagaruh vang culep besar terhadap tinckat kebutuhan
mzsyerzkat, bak ru gt deerzh perkedaan mavpunp di dagrah pedesaan. Berkoidan dengan hel
tersehut, barbagai dunia useha juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyerakar yang
menawarkan berbagai alternatif dan kemudehun, salah satunya adalah dengan pemberian kredi
dengan suatu pedanjizn bzku. Untuk mendapatkan data vang dibutubkan, digunikan pendekatan
masalah vang berzifat varidis empins, vaitn dengan mengamati normia-norma Fukom yvang berlako
di dafar masyarakay dan menghubungkannya dengan keoyataan vang ada, data yang dipesaleh
data primer Jdan dese skender. Teknik persgumpulan data yvaneg dipekei adalah wawancara
semiterstrukiur. Analisis duta yang dipakai adalah analisis data kualitetif, Pokok permasslahan
vang perulis bahas adeih bentuk dun pelaksansen periindungen hukum erhadep debirer yang
diberikan oled PT. BPR Dharma Magari dalam pemberian Kredit Potong Sawit (KPS} vang |
berkaitan dengan perjanjian baku, prosedur penyelesaiazn sengkela jika terjadi wanprestasi oleh
debitur sendinl, serta hambarzn-hambatzn apa saja yang di temui dalam pestindungen huloarm
tehadap debitur dalam perjznjien kredit potong sawil besertn sclusinya Di dalam pemberian
perhindungan terhadap konsumen ini, PT. BPR Otharma Nagar memberikan berbagei kemudahan
dalam pembavaran angsuran kredit dan pemberian jaminen asuransi jiwa Chanva untuk meringeal
durtia suja tidak lebih dan i) dan AJE Bumiptera 1912 bekerjasama dengan PT. BPR Dharma
Nagari. Akhirmya setelsh mengetahoi beamk-benmuk dan pelaksanzan perlindunpan hukum
terhzdap debitur yang diberikan oleh PT, BPR Dharma Nagari dalem pemberian Kredit Potong
Sawtt (KPS] vang berkaitan dengan perjanjizn baku tersebut, maks saren penulis agar pihak PT,
BPR Dharma Nagan fzbih banyak memberkan informasi dan kemudaban-kemuduhan kepada |
debitur untuk mesambal wawasan mengenni KPS atan KCS(Kredit Cicilan Sawil} ini seiring |
dengan perkembangan Usaha Kecil dan Menengeh di Kabupaten Dhormasrzys vmumnya, Keo. |
Koto Baru khususnya §

Skripsi telah diperiabankan di depan sidang dan oleh tim penguji dinyatnkan bulus pads
tanpeal 2 Maret 2009, Abstrak telah disetujui oleh tim pengoji ;
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BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dewasa ini giat melakukan pembangunan nasional di segala
hidang, yangz merupakan perwujudan cita~cita proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia vaitu unluk mewwjudkan masyamkat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena it perlu  ditermpkan
kesinambungan, peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasienal yang
berdasarkan kekelvargaan di dalam pelaksansannya. Untuk mencapal tujuan
tersebut, maka pelaksanaan  pembangunan  nasional  harus  memperhatikan
perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional,

Salsh swtu aspek vang berpersn penting dalamn hukum perdata yang
mengatur aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan adatah perjanjian, karena
perjanjian itu sangat diperlukan dalam lalu lintas hukem sehubungan dengan
kemajuan teknologl saar im. Kemajuan teknologi dirasakan semakin membawa
pengarh yang sangat besar terhadap kehidupan rakyvat, baik di daerah perkotaan
maupun pedesaan. Soerkoailan dengan hal tersebul, maka rakvat Indonesia vang
terdini dari berbapan polongon juga semakin berlombe-lombe uniek  dapat
memenuhi  kebutuhar  mereka dengan  melakukan  berbagal  vsaha guna
terwujudnya pemingkaian ckonomi. Perkembangan zaman telah mengzubah tata
kehidupan masyaraks! untuk berupaya memenuhi kebuluban dan berosaha
melakukan pernpgkatan ekonomt tanpa mempedolikan mampu atau tidak mampu

suatu golongan masyarakat.



Denpgan  demukian, berbagai dunia usaha juga  berusaha untuk
menyalaraskan  peningkatan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dengan
memberikan berbagal alternatif dan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang
yvang membutuhkan jasa mereka. Dan salah satu bentuk dart pemberian alternatif
tersebut adalah dengan membenkan kredit denpan suam perjanjian. Perjanjian
dibuat berdasarkan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demu
hukum untuk melaksanakan sunte prestast yang bdak berlentangan dengan aturen
hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan
vang berlaku dalam masyarakat luas.

Menurat Gunawan Wijava, adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak
dalam svatu negesiasi tidak seimbang, dan melahirkan suatu perjanjian yang
tidak terlalu mengunlungkan bagm salah satu pihak. Mamun, dengan alasan demu
lerciplanya suatu sistermn kenja vang fungsional dan prakiis, maka banvak pelaku
wsaha yang menawarkan perjanjian kepada konsumennya dalam  bentuk
perjanjian baku.

Perjanjian baku dalam pengertian wmuom merupakan satu penjanjian yang
klausula- klausula vang ada di dalamnya telah dipersiapkan ferlebih dabude oleh
salah satu pihak peserta perjanjian dalam bentuk formulic-formulic, biasanva
dibuat aleh pihak vang mempunyal kedudukan vang lebih kvat dalam perjanpan
{produsen’ kreditur), schingea bagt orang-orang yvang membuetuhkan (konsumen/
debitury hanya memenuhit dua pilihan, menyetujui perjanjian tersebul apabila la
mempunyal kepentingan di dzlamnya atau sama sekali menolak 1s1 perjanjan

tersebut dengan kata lain menolak untuk mengikatkan dir terhadap peganiian iia



Dengan konsekuensi tidak dapal merasakan manfaat dan barang dan’ atau jasa
yang diperjanjikan oleh produsen’ kreditur,

Dalam prakteknya, keberadaan perjanjian baku ini telah berkembang
dengan sangat pesat, karena pads dasamya perjanjian ini mempunyai banyak
manfaat terutama bagi pihak produsen/ kreditur. Selain dalam pembuatan
perjanjian baku imi tidak membumbkan waktu vang lama antara kedua belah
pihak, perjanjian i juga bersi ketentuan-ketentuan baku sehingpa dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan ‘Walaupun demikian, bukanlah suatu hal wang
baru di dalam perjanjian baku skan terdapatnya klavsula eksenorasi.

Kalusula eksenorasi ine dalam pengeriian vang diberikan oleh Rijken
adalah sebapal benkut:™ kalesulz eksenorasi adalah klausula vang mencaniumkan
dalam suslu penjanpian dengan mana sato pthak menghindarkan din untuk
memenuhi kewajibannva dengzan membayar ganti rugl seluruhnya ataw terbatas,
vang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melavan hukum™

aebenarnya,  klauwsula  eksenorasi yang  dikelvarkan oleh  produsen
bukanlah hal vang sewenang- wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan
konsumen. Tetapi produsen telah terlebith dahulu memberikan peringatan kepada
konsumen agar ldak mefakukan sueatu tindakan yang dapat mendatangkan
kerugian ataupun hal-hal wang akan terjadi dikemuodian har vang tidak
dunginkan, karena produsen sudah menjelaskan tidak akan bertangzung jawab
atas findakan tersebur Apabnla konsumen telah menandatangani perjaniian
tersebud, maka konsumen diangeap telah menpetabui dan menpert akan adanyva

peringatan vang ditepaskan oleh produsen di dalam klansula- klavsulanya.

' “Mariam Darus Badrolzaman, 2008, Ameke Hukum Bisnis, Alumni Bandung, hal; 47



BAB IV

PENUTLUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan dan hasil penelitian vang dilakukan seperti yang telzh
dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan vang dapat diambil adalah
antara lain
1. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang diberikan
olech PT. BPR Dharma Nagan dalam Perjanjian Kredit Potong Sawit antara
lain
a. PT. BPR Dharma Nagarnn memberikan jaminan kepada debitor untuk
dikenakan bunga vang tetap pentahunnya.
b. Debitur berhak untuk menerima kembali barang-barang vang telah
diserahkan kepada bank scbagal agupan kredit asalkan debitur telah

meiunas selureh kewajibannya.

¢, Pemberian asuransi kepada debitur apabila debm/mﬂg'gl'{mnﬂajﬂ
wh oo Py B
dan tidak Jebih dari itu, 13;*; 13-‘*; 63

L PERE
d. Bank menclapkan kebijakan dan menubhikl pr ﬂg{&iﬁiﬁ-— tenmng

penerimaan pengaduan, penangangan dan pens :.azlan pengaduan, serma
pemantavan penanganan dan penyelesaian penpadian,
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur oleh PT, BPE Dharma
Magari diberikan selama proses perjanjian kredit begalan. wvaitu adanya
jaminan terhadap debitur untuk dikenakan bunga vang tetap pertabunnyva.
Jaminan pengembalian agunan kredit asalkan debitur telab melupasi seluruh

kewajibannya yang timbul schubungan dengan kredit vang diberikan,

65



fot

pemberian asuransi kepada debitur apabila tegadi hal-hal di Tuar kehendak

para pihak.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh debitur{macet dalam pembavaran

angsuran), melalui hasil wawacara dengan pihak bank bagian kredit, akan

diambil tindakan sebagai berikut ;

a. Tindakan pertama yang dilakukan oleb pihak bank adalah mengunjungi
kediaman debitur,

b.. Apabila debitur beritikad baik untuk menyelesaikan sisa hutangnyva, maka
pibak bank akan menawarkan untuk melakukan negosiast.

c. Tapi apabila sam kunjungan pihak bank vang kedua kalinya ke kediaman
debimur, pihak debitur tidak beritikad baik maka tindakan selanjutnya vang
akan dilakukan oleh pihak bank vaitu mengirim surat teguran pertama,
sampal sural feguran kedua, namun sampai saat ini belum zda masalah
vang sampai ke pengadilan. Dalam menyelesaikan masalah ini biasanva
pihak bank dan debitur lebih memilih untuk melakukan negosiasi.

Hambatan bagi FI. BPR Dharma Nagar sclaku pelaky usaha dalam

pembenan perlindungan hukum adalah kurangnya informasi vang jelas dari

debiter mengenal status debitur dan keluarpanya (ahl warisnva). Berdasarkan
wawanecars dengan beberapa orang debitur menyatakan bahws perjaniian
baku vapg ditawarkan oleh PT. BPR Dharma Magar tidek memberikan
kerugian, mereka mengangeap bahwa bunga vang dikerlakukan oleh PT, BPR
Dharma Nagari adalah wajar sebagai sebuah kompensasi dar kemudahan-

kemudahan vang telah mercka dapatkan.
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